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SALINAN 

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG 

NOMOR: 500/Kep.976-Ek/2019 

 

TENTANG 

PETA JALAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH  

KOTA BANDUNG TAHUN 2019-2021 

 

WALI KOTA BANDUNG,  

 

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Lampiran 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-

8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi 

Daerah yang merupakan pedoman bagi Pemerintah 

Daerah dalam pelaksanaan tugas Tim 

Pengendalian Inflasi Daerah Kota perlu menyusun 

peta jalan pengendalian inflasi daerah yang 

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Peta 

Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bandung 

Tahun 2019-2021; 

Mengingat : 1. 

 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang  

Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

1999 tentang Bank Indonesia; 

  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah; 

3. Undang-Undang … 

 

PEMERINTAH KOTA BANDUNG 

SEKRETARIAT DAERAH 
JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG 

http://jdihn.go.id/files/4/1999uu023.pdf
http://jdihn.go.id/files/4/2004uu003.pdf
http://jdihn.go.id/files/4/2014uu023.pdf
http://jdihn.go.id/files/4/2015uu009.pdf
http://jdihn.go.id/files/4/2015uu009.pdf
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  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan; 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah; 

  5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-

8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi 

Daerah; 

  6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah; 

Memperhatikan : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 500/Kep.1154-

Bag.Ek/2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah 

Kota Bandung;  

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  :  

KESATU : Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bandung 

Tahun 2019-2021. 

KEDUA : Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Keputusan Wali Kota ini. 

KETIGA : Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA 

merupakan panduan bagi setiap Anggota Tim 

Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bandung dalam 

pengendalian inflasi periode Tahun 2019-2021.  

KEEMPAT : Pencapaian target Peta Jalan Pengendalian Inflasi 

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU 

agar dilaporkan oleh setiap Perangkat Daerah/Instansi 

terkait Tingkat Daerah Kota Bandung setiap triwulan 

kepada Wali Kota melalui Sekretariat Tim Pengendalian 

Inflasi Daerah Kota Bandung. 

 

 

KELIMA … 

 

 

 

 

http://jdihn.go.id/files/4/2014uu030.pdf
http://jdihn.go.id/files/4/2016pp018.pdf
https://jdih.bandung.go.id/home/produk-hukum/daerah/3412/detail
https://jdih.bandung.go.id/home/produk-hukum/daerah/3412/detail
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KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini 

dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kota Bandung. 

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan. 

                   

      Ditetapkan di Bandung 

      pada tanggal 27 November 2019 

            WALI KOTA BANDUNG, 

         TTD.TTD. 

          ODED MOHAMAD DANIAL 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG, 

 

 

H. BAMBANG SUHARI, S.H 

Pembina Tingkat I 
NIP.19650715 198603 1 027 

 

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth: 
1. Gubernur Jawa Barat; 
2. Wakil Wali Kota Bandung; 

3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung; 
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung; 
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung; 

6. Inspektur Kota Bandung; 
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung; 

8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota 
Bandung; 

9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung; 

10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung; 
11. Para Camat se-Kota Bandung; 

12. Para Lurah se-Kota Bandung. 
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     LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG 

                                                  NOMOR    : 500/Kep.976-Ek/2019 

        TANGGAL : 27 November 2019 

 

RINCIAN PETA JALAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH  

KOTA BANDUNG TAHUN 2019-2021  

 

NO STRATEGI PROGRAM SUB PROGRAM 2019 TARGET 2020 - 2021 KETERANGAN 

1 Keterjangkauan Harga Pengelolaan ekspektasi 
masyarakat & Antisipasi 
lonjakan permintaan.  

 Monitoring dan 
Pemantauan Harga 
Kepokmas di 8 

pasar 

 Harga Kepokmas 
Stabil rendah 

 Monitoring dan 

Pendataan 
Distribusi/Stock 

Gas Elpiji 3 Kg di 
Tingkat Agen, 
Pangkalan, dan 

Pengecer 

 Dinas 
Perdagangan 
dan 

Perindustrian 

    Monitoring dan 

Pendataan 
Distribusi/Stock 
Gas Elpiji 3 Kg di 

Tingkat Agen, 
Pangkalan, dan 

Pengecer. 

 Monitoring dan 

Pendataan 
Distribusi/Stock 
Gas Elpiji 3 Kg di 

Tingkat Agen, 
Pangkalan, dan 

Pengecer 

 Dinas 

Perdagangan 
dan 
Perindustrian 

    Monitoring dan 

Pendataan pelaku 
usaha distribusi 
Bapokting. 

 Monitoring dan 

Pendataan pelaku 
usaha distribusi 
Bapokting tahun 

2020 sebanyak 
8.200 KK RTS 

 Dinas 

Perdagangan 
dan 
Perindustrian 
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NO STRATEGI PROGRAM SUB PROGRAM 2019 TARGET 2020 - 2021 KETERANGAN 

dan Tahun 2021 
sebanyak 9.000 
KK RTS 

    Bazar Murah 
Kebutuhan Pokok 

sebanyak 6 Kali. 

 Bazar Murah 
Kebutuhan Pokok 

sebanyak 6 Kali. 
 Operasi Pasar 

Bersubsidi 8.200 
KK 

 Dinas 
Perdagangan 

dan 
Perindustrian 

 Bagian 
Perekonomian 

    Kerjasama antar 

daerah terkait 
distribusi pasokan 

ketersediaan 
barang kebutuhan 
pokok antar 

daerah produksi 
dan Kota Bandung 

sebagai kota 
konsumsi. 

 Kerjasama antar 

daerah terkait 
distribusi 

pasokan 
ketersediaan 
barang 

kebutuhan pokok 
antar daerah 

produksi dan 
Kota Bandung 
sebagai kota 

konsumsi tahun 
2020 sebanyak 2 
daerah dan tahun 

2021 sebanyak 3 
daerah. 

 PD Pasar 

Bermartabat 
 Dinas 

Perdagangan 
dan 
Perindustrian. 

 Dinas Pangan 
dan Pertanian. 

 Bagian 
Perekonomian 

 Bagian Hukum 

 
 

    Kerjasama dengan 
Kab Cianjur terkait 

telur ayam dan 
daging ayam 

 Operasi Pasar 
telur ayam ras 

 Kerjasama 
pangan antar 
daerah untuk 

komoditas telur 

 PD Pasar 
Bermartabat 

 Dinas 
Perdagangan 
dan 

Perindustrian. 



3 
 

https://jdih.bandung.go.id/ 
 

NO STRATEGI PROGRAM SUB PROGRAM 2019 TARGET 2020 - 2021 KETERANGAN 

ayam dan daging 
ayam sebagai 
distributor. 

 

 Dinas Pangan 
dan Pertanian. 

 Bagian 

Perekonomian 
 Bagian Hukum 

 

    Kerjasama antar 

daerah sebanyak 9 
Kab/Kota. 

 Kerjasama se 

Bandung Raya  

 Dinas 

Perdagangan 
dan 
Perindustrian. 

 Dinas Pangan 
dan Pertanian 

 Dinas Sosial 

dan 
Penanggulang

an Kemiskinan 
 Bagian Hukum 
 Bagian 

Perekonomian 

    Pembentukan 

Wirausaha Baru. 
 

 Pembentukan 

Koperasi 
Distribusi Pangan 
Juara sebanyak 5 

koperasi 
 Pengaturan Biaya 

Pendidikan. 
 

 Dinas 

Pendidikan 
 Dinas 

Perdagangan 

dan 
Perindustrian 

    Rapat Koordinasi. 
 

 Toko Pangan Kita 
di beberapa pasar 
tradisional 

kerjasama 

 PD Pasar 
Bermartabat 

 BULOG 

 Bank 
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NO STRATEGI PROGRAM SUB PROGRAM 2019 TARGET 2020 - 2021 KETERANGAN 

dengan Bulog 
Sub Divre 
Bandung. 

 

Indonesia 
 Bagian 

Perekonomian 

 

    Kegiatan 

Pendampingan 
terhadap Program 

Penanggulangan 
Kemiskinan dari 
Pemerintah Pusat 

dan Provinsi 
(Program BPNT 
dan PKH). 

 

 Dokumen laporan 

hasil monitoring 
dan evaluasi 

kegiatan 
sebanyak 54.308 
KPM (BPNT), 

35.764 KPM 
(PKH) 

 Percepatan dan 

tepat sasaran  
Penyaluran E-

Voucher.(Bantua
n Pangan Non 
Tunai) dengan 

penerima KPM 
54.308 

 

 Dinas Sosial 

dan 
Penanggulang

an Kemiskinan 

2 Ketersediaan Pasokan Peningkatan produksi 
komoditas penyumbang 

utama inflasi & 
Pengembangan Cadangan 

Pangan Pemerintah 
 

 Kampung Peduli 
Inflasi (Urban 

farming) 
 

 Peningkatan 
jumlah RW 

Peserta Urban 
Farming  

 Kampung Peduli 
Inflasi 

 Penjajagan 

Komoditas 
lainnya 

penyumbang 

 Dinas Pangan 
dan Pertanian. 

 Bank 
Indonesia 

 Bagian 
Perekonomian 
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NO STRATEGI PROGRAM SUB PROGRAM 2019 TARGET 2020 - 2021 KETERANGAN 

Inflasi (Bawang, 
Cabe,Daging 
Ayam Ras) 

    Cadangan Pangan 
Pemerintah Daerah 

(Rice Centre) 
sebanyak 

 CPPD 80 ton 
 ATM Beras 

 Dinas Pangan 
dan Pertanian 

    Ketahanan 
Ekonomi. 

 Rapat Koordinasi 

 

 Neraca Bahan 
Pangan 

 Dinas Pangan 
dan Pertanian. 

 PD Pasar 

Bermartabat. 
 Badan 

Kesatuan 
Bangsa dan 
Politik. 

 Bagian 
Perekonomian 

3 Kelancaran Distribusi Mendorong Kerjasama 
Perdagangan Antar 
Daerah & Revitalisasi 

Pasar 

 Kerjasama Pangan 
Antar Daerah 

 Optimalisasi 

Satgas Pangan 
 Pemantauan & 

Inspeksi Lapangan 
 Rapat Koordinasi 

 

 Penanganan 
Kelancaran Lalu 
Lintas 

 Optimalisasi 
Rumah Potong 

Hewan 

 Dinas Pangan 
dan Pertanian. 

 Dinas 

Perdagangan 
dan 

Perindustrian . 
 PD Pasar 

Bermartabat. 

 Dinas 
Perhubungan. 

 Dinas 
Pekerjaan 
Umum. 

 Dinas KUKM 
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NO STRATEGI PROGRAM SUB PROGRAM 2019 TARGET 2020 - 2021 KETERANGAN 

 Bagian 
Perekonomian 

 Satgas Pangan 

    Revitalisasi pasar 
Cihaurgelis dan 

Sederhana 

 Revitalisasi 4 
pasar.  

 Pemberdayaan 
Pasar Ikan 

Higienis. 
 Toko Pangan Kita 

di beberapa pasar 

tradisional 

 Dinas 
Perdagangan 

dan 
Perindustrian . 

 PD Pasar 
Bermartabat. 

 Bagian 

Perekonomian 

    Penertiban 

Pedagang Kaki 
Lima 

 E-pasar.  PD Pasar 

Bermartabat 
 Dinas 

Perdagangan 

dan 
Perindustrian . 

 Dinas KUKM 
 Bagian 

Perekonomian 

4 Komunikasi Efektif • Pengoptimalan 
koordinasi & Kerjasama 

Pangan Antar  Daerah 
• Penyusunan data 
pendukung 

pengendalian Inflasi & 
Neraca Bahan Pangan 

 Talk Show di 
media lokal 

 

 Pengembangan 
Program Bandung 

Menjawab. 
 Pengembangan 

Aplikasi Real 

Time Berbagi 
Informasi 

(ARIMBI) dan 
Sosialisasi 
ARIMBI. 

 

 Bagian 
Hubungan 

Masyarakat. 
 Dinas 

Komunikasi 

dan 
Informatika 

 Bagian 
Perekonomian 
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NO STRATEGI PROGRAM SUB PROGRAM 2019 TARGET 2020 - 2021 KETERANGAN 

    Forum ulama 
 

 Pertemuan Forum 
Kerukunan Umat 
Beragama. 

 Pertemuan Forum 
Ulama 

 Badan Amil Zakat 

 Bagian 
Hubungan 
Masyarakat. 

 Bagian Kesra 
 Bagian 

Perekonomian 

    Rapat Koordinasi 

 Pembuatan Perwal 
PIPPK 

 Pembuatan 

Perwal 

 Bagian 

Pemerintah 
 Bagian 

Perekonomian 

 

 

 

 

WALI KOTA BANDUNG, 

            TTD.   

ODED MOHAMAD DANIAL 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG, 

 

 

H.BAMBANG SUHARI,S.H 

Pembina Tingkat I  
NIP.19650715 198603 1 027 

 


